WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA SABANG

TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALI KOTA SABANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Qanun

Mengingat:

Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran
2021, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sabang
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
Sabang Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2021;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang- ...



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

14. Peraturan ...



Menetapkan

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);

Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun
Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALI KOTA SABANG TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Kota adalah Kota Sabang.

Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas ...



tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang
selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.

4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan.

5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan.

6. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021
direncanakan sebesar Rp699.418.905.918,00 (Enam
ratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus
delapan belas juta sembilan ratus lima ribu sembilan
ratus delapan belas rupiah) yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan
sebesar Rp96.739.843.542,00, (Sembilan puluh enam

milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan

ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh
dua rupiah) yang terdiri atas:

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan; Dan

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

(2) Pajak ...



(2)

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp9.161.611.742,00
(Sembilan milyar seratus enam puluh satu juta enam
ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh dua
rupiah).

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp36.444.693.530,00.
(Tiga puluh enam milyar empat ratus empat puluh
empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima
ratus tiga puluh rupiah)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rpl1.550.091.679,00 (Satu
milyar lima ratus lima puluh juta sembilan puluh satu
ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah)

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp49.583.446.591,00 (Empat
puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh tiga
juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus
sembilan puluh satu rupiah)

Pasal 5
Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar

Rp9.161.611.742,00 (Sembilan milyar seratus enam
puluh satu juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus
empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

Pajak Hotel,;

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBBP2); dan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB).

Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp2.542.385.395,00
(Dua milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga
ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan
puluh lima rupiah).

5 R0 o

Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp963.694.605,00
(Sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus
sembilan puluh empat ribu enam ratus lima rupiah).

(4) Pajak ...



(4)

(6)

(7)

(8)

(1)

Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp27.185.250,00 (Dua
puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu dua
ratus lima puluh rupiah).

Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp86.319.340,00
(Delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan belas
ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp2.796.267.000,00 (Dua milyar tujuh ratus sembilan
puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu
rupiah).

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp881.863.702,00 (Delapan ratus delapan puluh satu

juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus

dua rupiah).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rpl1.231.545.000,00 (Satu
milyar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat
puluh lima ribu rupiah).

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp632.351.450,00 (Enam ratus
tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu
empat ratus lima puluh rupiah).

Pasal 6

Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp2.542.385.395,00 (Dua milyar lima ratus empat
puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga
ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

Pajak Hotel,;

Pajak Motel;

Pajak Losmen;

Pajak Gubuk Pariwisata;

Pajak Wisma Pariwisata;

Pajak Pesanggrahan;

Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya; dan
Pajak Rumah Kos Dengan Jumlah Kamar Lebih
Dari 10 (Sepuluh).

Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rpl1.476.185.395,00
(Satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta

500 Q0 o

seratus ...



(3)

(4)

(9)

(1)

seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan
puluh lima rupiah).

Pajak motel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp700.300.000,00
(Tujuh ratus juta tiga ratus ribu rupiah).

Pajak losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh
juta lima ratus ribu rupiah).

Pajak gubuk pariwisata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah).

Pajak wisma pariwisata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp358.400.000,00 (Tiga ratus lima puluh delapan juta
empat ratus ribu rupiah).

Pajak pesanggrahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pajak Rumah Kos Dengan Jumlah Kamar Lebih Dari
10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp963.694.605,00 (Sembilan ratus enam puluh tiga
juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam
ratus lima rupiah), yang terdiri atas:

Pajak Restoran dan Sejenisnya;

Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
Pajak Kafetaria dan Sejenisnya;

Pajak Kantin dan Sejenisnya;

Pajak Warung dan Sejenisnya;

Pajak Bar dan Sejenisnya; dan

Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.

memopo T

Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp217.300.500,00 (Dua ratus tujuh belas juta tiga
ratus ribu lima ratus rupiah).

Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp181.235.000,00 (Seratus delapan puluh satu juta
dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

(4) Pajak ...



(4)

(6)

(1)

(2)

Pajak  Kafetaria dan  Sejenisnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp107.419.500,00 (Seratus tujuh juta empat ratus
sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

Pajak Kantin dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp33.635.000,00 (Tiga puluh tiga juta enam ratus tiga
puluh lima ribu rupiah).

Pajak Warung dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp79.333.000,00 (Tujuh puluh sembilan juta tiga
ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Pajak Bar dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar RpO0,00
(Nol rupiah).

Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp344.771.605,00 (Tiga ratus
empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu
ribu enam ratus lima rupiah).

Pasal 8

Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp27.185.250,00 (Dua puluh tujuh juta seratus
delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah),
yang terdiri atas:

a. Pajak Tontonan Film;

b. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana;

c. Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, Dan
Sejenisnya;

d. Pajak Pameran;

e. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, Dan
Sejenisnya;

f. Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap;

g. Pajak Permainan Biliar Dan Bowling;

h. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Dan
Permainan Ketangkasan;

i. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa Dan
Pusat Kebugaran (Fitness Center); dan

j- Pajak Pertandingan Olahraga.

Pajak Tontonan Film sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah).

Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rpl1.000.000,00 (Satu juta
rupiah).

(4) Pajak ...



(4)

(5)

(6)

(10)

(11)

S

Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pajak Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

Pajak Permainan Biliar dan Bowling sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
RpO0,00 (Nol rupiah).

Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan
Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.317.500,00
(Dua juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus
rupiah).

Pajak Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa Dan
Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar
Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah).

Pajak Pertandingan Olahraga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar
Rp867.750,00 (Delapan ratus enam puluh tujuh ribu
tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 9

Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp86.319.340,00 (Delapan puluh enam juta tiga ratus
sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah),
yang terdiri atas:

a. pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/
Megatron;

Pajak Reklame Kain;

Pajak Reklame Melekat/Stiker;
Pajak Reklame Selebaran;
Pajak Reklame Berjalan;

Pajak Reklame Udara;

Pajak Reklame Apung;

Pajak Reklame Suara;

Pajak Reklame Film/Slide; dan
. Pajak Reklame Peragaan.

Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/
Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a...



(3)

(9)

(10)

(11)

(1)

a direncanakan sebesar Rp46.248.840,00 (Empat
puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu
delapan ratus empat puluh rupiah).

Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.150.500,00
(Dua puluh juta seratus lima puluh ribu lima ratus
rupiah).

Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp19.920.000,00 (Sembilan belas juta sembilan ratus
dua puluh ribu rupiah).

Pajak Reklame Selebaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah).

Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah).

Pajak Reklame Udara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah).

Pajak Reklame Apung sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah).
Pajak Reklame Suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah).
Pajak Reklame Film/Slide sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp0,00
(Nol rupiah).

Pajak Reklame Peragaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00(Nol
rupiah).

Pasal 10

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp2.796.267.000,00 (Dua milyar tujuh ratus
sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh
tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri; dan
b. pajak penerangan jalan sumber lain.

Pajak  Penerangan Jalan  Dihasilkan  Sendiri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp2.796.267.000,00 (Dua
milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua
ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

(3) Pajak ...



(3)

(1)

(S)

(6)

Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
RpO0,00 (Nol rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf
direncanakan sebesar Rp881.863.702,00 (Delapan
ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam
puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah), yang terdiri
atas:

Pajak Asbes;
Pajak Batu Tulis;
Pajak Batu Setengah Permata;
Pajak Batu Kapur;
Pajak Batu Apung;
Pajak Batu Permata;
Pajak Bentonit;
Pajak Dolomit;
Pajak Felspar;
Pajak Garam Batu (Halite);
Pajak Grafit;
Pajak Granit/Andesit;
. Pajak Gips;
Pajak Kalsit;
Pajak Kaolin;
Pajak Leusit;
Pajak Magnesit;
Pajak Mika;
Pajak Marmer;
Pajak Nitrat;
Pajak Opsidien;
Pajak Oker;
Pajak Pasir Dan Kerikil,;
Pajak Pasir Kuarsa;
Pajak Tanah Serap (Fullers Earth); dan
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Lainnya.
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Pajak Asbes sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pajak Batu Tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pajak Batu Setengah Permata sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00
(Nol rupiah).

Pajak Batu Kapur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pajak Batu Apung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(7) pajak ...



(7) Pajak Batu Permata sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah)..

(8) Pajak Bentonit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(9) Pajak Dolomit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(10) Pajak Felspar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf i direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(11) Pajak Garam Batu (Halite) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00
(Nol rupiah).

(12) Pajak Grafit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf k direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(13) Pajak Granit/Andesit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf | direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah).

(14) Pajak Gips Permata sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf m direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(15) Pajak Kalsit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf n direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(16) Pajak Kaolin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf o direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(17) Pajak Leusit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf p direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(18) Pajak Magnesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf q direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(19) Pajak Mika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf r direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(20) Pajak Marmer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf s direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(21) Pajak Nitrat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf t direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(22) Pajak opsidien Permata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah).

(23) Pajak oker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
v direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(24) Pajak pasir dan kerikil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf w direncanakan sebesar
Rp645.500.522,00 (Enam ratus empat puluh lima juta
lima ratus ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

(25) Pajak pasir kuarsa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf x direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(26) Pajak ...



(26)

(27)

(2)

(1)

Pajak tanah serap (fullers earth) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar
Rp125.276.905,00 (Seratus dua puluh lima juta dua
ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima
rupiah).

Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf =z
direncanakan sebesar Rpl111.086.275,00 (Seratus
sebelas juta delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh
puluh lima rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp1.231.545.000,00 (Satu milyar dua ratus tiga puluh
satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah),
yang terdiri atas PBBP2.

PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rpl1.231.545.000,00 (Satu
milyar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat
puluh lima ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp632.351.450,00 (Enam ratus tiga puluh dua juta
tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima
puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. BPHTB-Pemindahan Hak; dan
b. BPHTB-Pemberian Hak Baru.

BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp610.500.000,00 (Enam ratus sepuluh juta lima
ratus ribu rupiah).

BPHTB-Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp21.851.450,00 (Dua puluh satu juta delapan ratus
lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Pasal 14

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar
Rp36.444.693.530,00 (Tiga puluh enam milyar empat
ratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan

puluh ...



(2)

(3)

puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah), yang
terdiri atas:

a. retribusi jasa umum;
b. retribusi jasa usaha; dan
c. retribusi perizinan tertentu.

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp28.346.758.000,00 (Dua puluh delapan milyar tiga
ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh
delapan ribu rupiah).

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp5.940.835.530,00 (Lima milyar sembilan ratus
empat puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu
lima ratus tiga puluh rupiah).

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp2.157.100.000,00 (Dua milyar seratus lima puluh
tujuh juta seratus ribu rupiah).

Pasal 15

Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp28.346.758.000,00 (Dua
puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh enam
juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang
terdiri atas:

a. retribusi pelayanan kesehatan;

b. retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;

c. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan
mayat;
retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
retribusi pelayanan pasar;
retribusi pengujian kendaraan bermotor;
retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
retribusi penggantian biaya cetak peta;
retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
retribusi pengolahan limbah cair;
retribusi pelayanan tera/tera ulang;
retribusi pelayanan pendidikan; dan

. retribusi pengawasan dan pengendalian menara
telekomunikasi.
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Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp27.327.662.000,00 (Dua puluh tujuh milyar tiga
ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh
dua ribu rupiah).

(3) retribusi ...



(3)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp448.090.000,00 (Empat ratus
empat puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah)

Retribusi pelayanan Pemakaman dan Pengabuan
Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp190.000.000,00 (Seratus
sembilan puluh juta rupiah).

Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp371.006.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu juta
enam ribu rupiah).

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara
Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf m direncanakan sebesar Rp10.000.000,00
(Sepuluh juta rupiah).

Pasal 16

Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar RpS5.940.835.530,00 (Lima
milyar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus

tiga ...



(10)

(11)

tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah),
yang terdiri atas:

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan;
Retribusi Tempat Pelelangan;

Retribusi Terminal,

Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila;
Retribusi Rumah Potong Hewan;

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
Retribusi Penyeberangan Di Air; dan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
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Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp3.098.835.530,00 (Tiga milyar sembilan puluh
delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima
ratus tiga puluh rupiah).

Retribusi  Pasar  Grosir dan/atau Pertokoan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00
(Nol rupiah).

Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah).

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta
rupiah).

Retribusi Penyediaan Tempat Rekreasi dan Olahraga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
direncanakan sebesar Rp325.000.000,00 (Tiga ratus
dua puluh lima juta rupiah).

Retribusi  Penyeberangan di Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

(12) Retribusi ...



(12)

(5)

(6)

Retribusi  penjualan  produksi usaha daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 17

Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp2.157.100.000,00 (Dua
milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus ribu
rupiah), yang terdiri atas:

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman;

c. Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan
Pelayanan Angkutan Umum;

d. Retribusi Izin Usaha Perikanan;

e. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas; dan

f. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing (Imta);

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp2.055.000.000 (Dua milyar lima puluh lima juta
rupiah).

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan
Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp2.100.000,00 (Dua
juta seratus ribu rupiah).

Retribusi Izin Usaha  Perikanan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah.

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f direncanakan sebesar Rp96.500.000,00
(Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 18

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf c¢ direncanakan sebesar Rp1.550.091.679,00
(Satu milyar lima ratus lima puluh juta sembilan
puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan
rupiah), yang terdiri atas:

a. Bagian ...



(2)

(4)

a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah
Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada
BUMN;

b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah
daerah (dividen) atas penyertaan modal pada
BUMD; dan

c. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah
daerah (dividen) atas penyertaan modal pada
Perusahaan Milik Swasta.

Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah
Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal pada BUMN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah
Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal pada BUMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rpl1.550.091.679,00 (Satu
milyar lima ratus lima puluh juta sembilan puluh satu
ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah.

Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah
Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal pada
Perusahaan Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah).

Pasal 19

(1) Anggaran Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada

Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal
pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan
kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan
Modal pada BUMN.

(2) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada

Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal
pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 20

(1) Anggaran Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada

Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal
pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp1.550.091.679,00 (Satu milyar lima ratus lima
puluh juta sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh
puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Bagian ...



(2)

(6)

a. Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah
Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada
BUMD (Lembaga Keuangan);

b. Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah
Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada
BUMD (Aneka Usaha);

c. Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah
Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada
BUMD (Bidang Air Minum);

d. Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah
Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada
BUMD (Bidang Limbah); dan

e. Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah
Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada
BUMD (Bidang Sanitasi).

Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah
Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal pada BUMD
(lembaga keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah
Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal pada BUMD
(aneka usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp1.550.091.679,00
(Satu milyar lima ratus lima puluh juta sembilan
puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan
rupiah.

Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah
Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal pada BUMD

(bidang air minum) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah
Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal pada BUMD
(bidang limbah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah
Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal pada BUMD
(bidang sanitasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 21

(1) Anggaran Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada

Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal
pada Perusahaan Milik Swasta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas:

a. Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah
Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal pada
Perusahaan Milik Swasta.

(2) Bagian ...



(2)

(2)

Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah
Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal pada
Perusahaan Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah).

Pasal 22

Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d
direncanakan sebesar Rp49.583.446.591,00 (Empat
puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh tiga
juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus
sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang
tidak dipisahkan;

b. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang

Tidak Dipisahkan;

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;

Hasil Kerja Sama Daerah;

Jasa giro;

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;

Pendapatan bunga;

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian

Keuangan Daerah;

Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;

Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar

Rupiah terhadap Mata Uang Asing;

k. Pendapatan denda atas keterlambatan

pelaksanaan pekerjaan;
Pendapatan denda pajak daerah;

. Pendapatan denda retribusi daerah;

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
Pendapatan dari pengembalian;

Pendapatan BLUD;

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak
Dipisahkan;

r. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP);

s. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

t. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan
(Inkracht);

u. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan
Daerah; dan

v. Pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.

Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak
dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp14.000.000,00
(Empat belas juta rupiah).
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(3)

(4)
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Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak
Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah).

(6) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

e direncanakan sebesar Rp407.137.500,00 (Empat
ratus tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima
ratus rupiah).

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
RpO0,00 (Nol rupiah).

Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.050.893.764,00
(Lima milyar lima puluh juta delapan ratus sembilan
puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat
rupiah).

Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Penerimaan Komisi, Potongan, Atau Bentuk Lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
direncanakan sebesar Rp28.572.338.000,00 (Dua
puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh dua juta
tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah.

Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar
Rupiah terhadap Mata Uang Asing sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
k direncanakan sebesar Rp405.089.376,00 (Empat
ratus lima juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus
tujuh puluh enam rupiah.

Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar
Rp8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar
Rp1.900.000,00 (Satu juta sembilan ratus ribu
rupiah).

(15) Pendapatan ...



(15) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(16) Pendapatan Dari Pengembalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar
Rp281.887.900,00 (Dua ratus delapan puluh satu juta
delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan
ratus rupiah).

(17) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf p direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(18) Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak
Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf q direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(19) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf r direncanakan sebesar Rp8.100.000.051,00
(Delapan milyar seratus juta lima puluh satu rupiah).

(20) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana  Bergulir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(21) Pendapatan  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan
(Inkracht) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
t direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(22) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(23) Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v
direncanakan sebesar Rp6.741.700.000,00 (Enam
milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus
ribu rupiah).

Pasal 23

(1) Anggaran Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD)
yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah), yang
terdiri atas:

hasil penjualan tanah;

Hasil Penjualan Peralatan Dan Mesin;

Hasil Penjualan Gedung Dan Bangunan;
Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, Dan Irigasi;
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya; dan
Hasil Penjualan Aset Lainnya.

M0 a0 o

(2) Hasil ...



(2) Hasil Penjualan Tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah.

(3) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah.

(4) Hasil Penjualan Penjualan Gedung dan Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah.

(5) Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah.

(6) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah).

(7) Hasil Penjualan Aset Lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah).

Pasal 24

(1) Anggaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD
yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada
pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00
(Nol rupiah). terdiri dari:

a. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah

b. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan
Mesin

c. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan
Bangunan

d. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan,
dan Irigasi

e. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap
Lainnya
f. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya
(2) Hasil  Selisih  Lebih  Tukar Menukar Tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(3) Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan
Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(4) Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan
Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(5) Hasil ...



(5) Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan,
dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(6) Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(7) Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 25

(1) Anggaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak
Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat
(1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah),
terdiri dari:

Hasil Sewa BMD;

Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD;

Hasil dari Bangun Guna Serah;

Hasil dari Bangun Serah Guna; dan

e. Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

a0 oD

(2) Hasil Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(3) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

(4) Hasil dari Bangun Guna Serah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00
(Nol rupiah).

(5) Hasil dari Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00
(Nol rupiah).

(6) Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 26

(1) Anggaran Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana
dimaksud pada pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), terdiri dari atas Hasil
Kerja Sama Daerah

(2) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 27

(1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp407.137.500,00 ...



Rp407.137.500,00 (Empat ratus tujuh juta seratus
tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri
atas:

a. Jasa Giro Pada Kas Daerah;

b. Jasa Giro Pada Kas Di Bendahara;

c. Jasa Giro Pada Rekening Dana Cadangan;

d. Jasa Giro Pada Rekening Dana BOS; dan

e. Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP.

Jasa Giro Pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp407.137.500,00,00 (Empat ratus tujuh juta seratus
tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah.

Jasa Giro Giro Pada Kas di Bendahara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Jasa Giro pada Rekening Dana BOS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 28

Anggaran Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf {
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri
atas Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00
(Nol rupiah).

Pasal 29

Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp5.050.893.764,00 (Lima milyar lima puluh juta
delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus
enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas
Pendapatan Bunga Atas Penempatan Uang Pemerintah
Daerah.

(2) Pendapatan Bunga Atas Penempatan Uang Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rp5.050.893.764,00 (Lima
milyar lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh
tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal ...



Pasal 30

(1) Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian
Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah) yang terdiri atas:

a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap
Bendahara

b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

(2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 31

(1) Anggaran Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk
Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
huruf i direncanakan sebesar Rp28.572.338.000,00
(Dua puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh dua
juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang
terdiri atas Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk
Lain.

(2) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Direncanakan
sebesar Rp28.572.338.000,00 (Dua puluh delapan
milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga
puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 32

(1) Anggaran Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai
Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf j
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) yang terdiri
atas Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar
Rupiah terhadap Mata Uang Asing.

(2) Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar
Rupiah terhadap Mata Uang Asing sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00
(Nol rupiah).

Pasal 33

(1) Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal ...



(1)

Pasal 22 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar
Rp405.089.376,00 (Empat ratus lima juta delapan
puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam
rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rp405.089.376,00 (Empat ratus
lima juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh
puluh enam rupiah).

Pasal 34

Anggaran  Pendapatan Denda  Pajak  Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf 1
direncanakan sebesar Rp8.500.000,00 (Delapan juta
lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
Pendapatan Denda Pajak Rokok
Pendapatan Denda Pajak Hotel,;
Pendapatan Denda Pajak Restoran;
Pendapatan Denda Pajak Hiburan;
Pendapatan Denda Pajak Reklame;
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan;
Pendapatan Denda Pajak Parkir
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
Pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan
batuan;
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan

. Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB).

n. Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan

AT BRI a0 o
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Pendapatan Denda Pajak Hotel sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).
Pendapatan Denda Pajak Rokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).
Pendapatan Denda Pajak Hotel sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).
Pendapatan Denda Pajak Restoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).
Pendapatan Denda Pajak Hiburan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

(7) Pendapatan ...



(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(1)

(2)

(3)

Pendapatan denda pajak reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
RpO0,00 (Nol rupiah).

Pendapatan Denda Pajak  Penerangan  Jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pendapatan Denda Pajak Parkir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
RpO0,00 (Nol rupiah).

Pendapatan Denda Pajak Air Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan
batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar
Rp8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf m direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 35

Anggaran Pendapatan Denda Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf m
direncanakan sebesar Rp1.900.000,00 (Satu juta
sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum;
b. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu.

Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp1.900.000,00,00 (Satu juta sembilan ratus ribu
rupiah).

(4) Pendapatan ...



(4)

Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 36

(1) Anggaran Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf n
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri
atas Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan
Barang/Jasa

(2) Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan

(1)

(3)

Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 37

Anggaran Pendapatan Dari Pengembalian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf
o direncanakan sebesar Rp281.887.900,00 (Dua ratus
delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh
tujuh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21;

b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan
Perumahan Rakyat ASN;

c. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Gaji dan Tunjangan;

d. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Perjalanan Dinas;

e. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);

f. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Jaminan Kematian (JKM); dan

g. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);

Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat
ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Gaji dan Tunjangan ebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp262.000.000,00
(Dua ratus enam puluh dua juta rupiah).

(5) Pendapatan ...



(5)

(8)

(1)

(2)

(1)

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp18.387.900,00
(Delapan belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh
ribu sembilan ratus rupiah).

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
RpO0,00 (Nol rupiah).

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Jaminan Kematian (JKM) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar RpO0,00
(Nol rupiah).

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah).

Pasal 38

Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (1) huruf p direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas: Pendapatan
BLUD

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 39

Anggaran Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang
tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD; dan
b. Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama
Penyediaan Infrastruktur.

Pendapatan Denda  Pengakhiran Sewa  BMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan
Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 40

Anggaran Pendapatan Anggaran Pendapatan Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan  Tingkat  Pertama  (FKTP)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf r
direncanakan sebesar Rp8.100.000.051,00 (Delapan

milyar ...



milyar seratus juta lima puluh satu rupiah), yang
terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

(2) Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan
sebesar Rp8.100.000.051,00 (Delapan milyar seratus
juta lima puluh satu rupiah).

Pasal 41

(1) Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf
s direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang
terdiri atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana
Bergulir

(2) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana  Bergulir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 42

(1) Anggaran Pendapatan Berdasarkan Putusan
Pengadilan (Inkracht) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp0,00
(Nol  rupiah), yang terdiri atas Pendapatan
Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)

(2) Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan
(Inkracht) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 43

(1) Anggaran Pendapatan Denda atas Pelanggaran
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Denda atas
Pelanggaran Peraturan Daerah.

(2) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 44

(1) Anggaran Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan
Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf v
direncanakan sebesar Rp6.741.700.000,00 (Enam
milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus
ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Zakat;

(2) Pendapatan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) direncanakan sebesar Rp6.741.700.000,00 (Enam
milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus
ribu rupiah).

Pasal ...



Pasal 45

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan
sebesar Rp597.510.462.376,00 (Lima ratus sembilan
milyar sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan
ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri
atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp509.961.985.000,00 (Lima ratus sembilan milyar
sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus
delapan puluh lima ribu rupiah).

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp87.548.477.376,00 (Delapan puluh tujuh milyar
lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus
tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam
rupiah).

Pasal 46

(1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

(2)

(3)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp509.961.985.000,00 (Lima
ratus sembilan milyar sembilan ratus enam puluh
satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu
rupiah), yang terdiri atas:

a. Dana Perimbangan;

b. Dana Insentif Daerah (DID);

c. Dana Desa;

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar
Rp466.018.700.000,00 (Empat ratus enam puluh
enam milyar delapan belas juta tujuh ratus ribu
rupiah).

Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp17.145.258.000,00 (Tujuh belas milyar seratus
empat puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan
ribu rupiah).

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c direncanakan sebesar Rp26.798.027.000,00 (Dua
puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh
delapan juta dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal ...



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 47

Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp466.018.700.000,00 (Empat ratus enam puluh
enam milyar delapan belas juta tujuh ratus ribu
rupiah), yang terdiri atas:

a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);

b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);

c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)
Fisik; dan

d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)
Non Fisik.

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp8.959.506.000,00 (Delapan
milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima
ratus enam ribu rupiah).

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp343.123.774.000,00 (Tiga
ratus empat puluh tiga milyar seratus dua puluh tiga
juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)
Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp87.944.972.000,00 (Delapan
puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh empat
juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)
Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp25.990.448.000,00 (Dua
puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh juta
empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 48

Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp17.145.258.000,00 (Tujuh
belas milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus
lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas
Dana Insentif Daerah (DID);

Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) direncanakan sebesar
Rp17.145.258.000,00 (Tujuh belas milyar seratus
empat puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan
ribu rupiah).

Pasal ...



Pasal 49

(1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp26.798.027.000,00 (Dua puluh enam milyar tujuh
ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh tujuh
ribu rupiah), yang terdiri atas Dana Desa;

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rp26.798.027.000,00 (Dua
puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh
delapan juta dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 50

(1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf
b  direncanakan = sebesar Rp87.548.477.376,00
(Delapan puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh
delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga
ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
b. Bantuan Keuangan.

(2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp23.964.979.165,00 (Dua puluh tiga milyar sembilan
ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh
puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima rupiah).

(3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.583.498.211,00
(Enam puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh tiga
juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua
ratus sebelas rupiah).

Pasal 51

(1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp23.964.979.165,00 (Dua
puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh empat
juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus
enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas Pendapatan
Bagi Hasil Pajak;

(2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) direncanakan sebesar
Rp23.964.979.165,00 (Dua puluh tiga milyar sembilan
ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh
puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima rupiah).

Pasal ...



Pasal 52

(1) Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp63.583.498.211,00 (Enam puluh tiga milyar lima
ratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan
puluh delapan ribu dua ratus sebelas rupiah), yang
terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus dari
Pemerintah Provinsi;

(2) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan
sebesar Rp63.583.498.211,00 (Enam puluh tiga milyar
lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus
sembilan puluh delapan ribu dua ratus sebelas
rupiah).

Pasal 53

(1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c
direncanakan sebesar Rp5.168.600.000,00 (Lima
milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus
ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Hibah;

b. Dana Darurat; dan

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
RpS5.168.600.000,00 (Lima milyar seratus enam puluh
delapan juta enam ratus ribu rupiah.

Pasal 54

(1) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat;

b. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah
Lainnya;

c. Pendapatan Hibah dari Kelompok
Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri;

d. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/
Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri; dan

e. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis.

(2) Pendapatan ...



(2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(3) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(4) Pendapatan Hibah dari Kelompok
Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
RpO0,00 (Nol rupiah).

(5) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi
Dalam Negeri/Luar Negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf da direncanakan sebesar Rp0,00
(Nol rupiah).

(6) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 55

(1) Anggaran Dana Darurat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00
(Nol rupiah), yang terdiri atas Dana Darurat.

(2) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 56
(1) Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf
c direncanakan sebesar Rp5.168.600.000,00,00, yang
terdiri atas Lain-lain Pendapatan.

(2) Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.168.600.000,00,00
(Lima milyar seratus enam puluh delapan juta enam
ratus ribu rupiah).

Pasal 57

(1) Anggaran lain-lain pendapatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp5.168.600.000,00,00 (Lima
milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus
ribu rupiah, yang terdiri atas pendapatan hibah dana
BOS;

(2) Pendapatan hibah dana BOS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) direncanakan sebesar
Rp5.168.600.000,00,00 (Lima milyar seratus enam
puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal ...



Pasal 58

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021
direncanakan sebesar Rp771.918.905.918,00, (Tujuh
ratus tujuh puluh satu milyar sembilan ratus delapan
belas juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus
delapan belas rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja operasi;

b. Belanja modal,

c. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer.

Pasal 59

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 huruf a direncanakan sebesar
Rp536.929.442.645,00, (Lima ratus tiga puluh enam
milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta
empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat
puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

Belanja Pegawai;

Belanja Barang Dan Jasa;

Belanja Bunga;

Belanja Subsidi;

Belanja Hibah; dan

Belanja Bantuan Sosial.

moa0 o

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp289.557.545.982,00
(Dua ratus delapan puluh sembilan milyar lima ratus
lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima
ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp175.871.002.302,00 (Seratus tujuh puluh lima
milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ribu
tiga ratus dua rupiah).

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp1.457.383.376,00
(Satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga
ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh
enam rupiah).

(6) Belanja Jibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp52.307.702.253,00
(Lima puluh dua milyar tiga ratus tujuh juta tujuh
ratus dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).

(7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar

Rp17.735.808.732,00 ...



(2)

(5)

Rp17.735.808.732,00 (Tujuh belas milyar tujuh ratus
tiga puluh lima juta delapan ratus delapan ribu tujuh
ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 60

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp289.557.545.982,00 (Dua ratus delapan puluh
sembilan milyar lima ratus lima puluh tujuh juta
lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus
delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
a. Gaji dan tunjangan ASN;
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya ASN;
. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta
KDH/WKDH,;

Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp190.112.148.409,00 (Seratus sembilan puluh
milyar seratus dua belas juta seratus empat puluh
delapan ribu empat ratus sembilan rupiah).

-0 Q.

Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp52.350.922.502,00 (Lima puluh dua
milyar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus dua
puluh dua ribu lima ratus dua rupiah).

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp38.893.605.867,00 (Tiga puluh delapan milyar
delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus
lima ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp7.447.757.100,00 (Tujuh milyar empat
ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh
tujuh ribu seratus rupiah).

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp242.232.104,00 (Dua ratus
empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu
seratus empat rupiah).

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta
KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ...



(2)

(4)

huruf f direncanakan sebesar Rp510.880.000,00
(Lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan
puluh ribu rupiah).

Pasal 61

Anggaran Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp190.112.148.409,00, yang
terdiri atas:

Belanja Gaji Pokok ASN;

Belanja Tunjangan Keluarga ASN;

Belanja Tunjangan Jabatan ASN;

Belanja Tunjangan Fungsional ASN;

Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
Belanja Tunjangan Beras ASN;

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
Belanja Pembulatan Gaji ASN;

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan
Perumahan Rakyat ASN;

Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp136.154.248.376,00 (Seratus tiga puluh enam
milyar seratus lima puluh empat juta dua ratus
empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh
enam rupiah).

AT PR 0 00 o
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Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp19.289.176.881,00 (Sembilan belas milyar
dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh
puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh satu
rupiah).

Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp5.620.238.500,00 (Lima milyar enam ratus
dua puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu
lima ratus rupiah).

Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp5.506.290.578,00 (Lima milyar lima ratus
enam juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus
tujuh puluh delapan rupiah).

Belanja  Tunjangan  Fungsional Umum  ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp3.753.219.480,00.

(7) Belanja ...



(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp8.305.394.154,00 (Delapan milyar tiga ratus lima
juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu seratus
lima puluh empat rupiah).

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp835.929.765,00 (Delapan
ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh
sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).

Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp3.649.994,00 (Tiga juta enam ratus empat puluh
sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat
rupiah).

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Gaji ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
direncanakan sebesar Rp9.173.145.235,00 (Sembilan
milyar seratus tujuh puluh tiga juta seratus empat
puluh lima ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j
direncanakan sebesar Rp401.335.395,00 (Empat
ratus satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga
ratus sembilan puluh lima rupiah) .

Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan
sebesar Rp1.069.520.051,00 (Satu milyar enam
puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu lima
puluh satu rupiah).

Belanja Iuran  Simpanan Peserta Tabungan
Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah).

Pasal 62

Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf

b direncanakan sebesar Rp52.350.922.502,00 (Lima

puluh dua milyar tiga ratus lima puluh juta sembilan

ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua rupiah),

yang terdiri atas:

a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja
ASN;

b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat
Bertugas ASN;

c. Tambahan ...



(1)

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi
Kerja ASN;

d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan
Profesi ASN; dan

e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi
Kerja ASN;

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja
ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp18.859.063.698,00 (Delapan
belas milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta
enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh
delapan rupiah).

Tambahan  Penghasilan  berdasarkan  Tempat
Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp165.427.656,00
(Seratus enam puluh lima juta empat ratus dua
puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh enam
rupiah.

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja
ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp2.013.118.608,00 (Dua
milyar tiga belas juta seratus delapan belas ribu
enam ratus delapan rupiah).

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan
Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp3.003.756.492,00
(Tiga milyar tiga juta tujuh ratus lima puluh enam
ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja
ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp28.309.556.048,00 (Dua
puluh delapan milyar tiga ratus sembilan juta lima
ratus lima puluh enam ribu empat puluh delapan
rupiah).

Pasal 63

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan

Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 62 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp38.893.605.867,00 (Tiga puluh delapan milyar

delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus

lima ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah)

yang terdiri atas:

a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak
Daerah;

b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan
Retribusi Daerah;

c. Tambahan ...



(4)

(9)

(1)

c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;

d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;

e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru
PNSD;

f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;

g. Belanja Honorarium; dan

h. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp85.342.807,00 (Delapan
puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu
delapan ratus tujuh rupiah).

Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp109.039.010,00 (Seratus
sembilan juta tiga puluh sembilan ribu sepuluh
rupiah).

Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp16.983.027.000,00 (Enam
belas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta
dua puluh tujuh ribu rupiah).

Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp7.704.200.000,00 (Tujuh
milyar tujuh ratus empat juta dua ratus ribu rupiah).

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp7.115.228.000,00 (Tujuh
milyar tujuh ratus empat juta dua ratus ribu rupiah).

Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp6.848.949.050,00 (Enam milyar delapan ratus
empat puluh delapan juta sembilan ratus empat
puluh sembilan ribu lima puluh rupiah).

Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan
sebesar Rp47.820.000,00 (Empat puluh tujuh juta
delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 64

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d

direncanakan ...



direncanakan sebesar Rp7.447.757.100,00 (Tujuh

milyar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh

ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah), yang

terdiri atas:

Belanja Uang Representasi DPRD;

Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;

Belanja Tunjangan Beras DPRD;

Belanja Uang Paket DPRD;

Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;

Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;

Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

DPRD;

Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan

dan Anggota DPRD;

Belanja Tunjangan Reses DPRD;

Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD;

k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;

1. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan
Anggota DPRD;

m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan

n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
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Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp451.290.000,00 (Empat ratus lima puluh
satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp63.180.600,00 (Enam puluh tiga juta
seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah).

Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp69.523.200,00 (Enam puluh sembilan juta
lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp38.682.000,00 (Tiga puluh delapan juta enam
ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp654.370.500,00 (Enam ratus lima puluh
empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus
rupiah).

Belanja  Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp64.493.100,00 (Enam puluh

empat ...



(8)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu
seratus rupiah).

Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp9.317.700,00 (Sembilan juta
tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah).

Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan
dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf h direncanakan sebesar
Rp1.512.000.000,00 (Satu milyar lima ratus dua
belas juta rupiah).

Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar
Rp378.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh delapan
juta rupiah).

Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf j direncanakan sebesar Rp150.000.000,00
(Seratus lima puluh juta rupiah).

Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan
Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf | direncanakan sebesar Rp2.202.000.000,00
(Dua milyar dua ratus dua juta rupiah).

Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan
sebesar Rp1.836.000.000,00 (Satu milyar delapan
ratus tiga puluh enam juta rupiah).

Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan
sebesar Rpl18.900.000,00 (Delapan belas juta
sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 65

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf
e direncanakan sebesar Rp242.232.104,00 (Dua
ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua
ribu seratus empat rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;

b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;

c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;

d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH,;

e. Belanja ...



(4)

(8)

(9)

e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
KDH/WKDH;

f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan  bagi
KDH/WKDH;

h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
KDH/WKDH;

i. Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH;

j- Belanja  Insentif bagi KDH/WKDH  atas
Pemungutan Pajak Daerah; dan

k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH  atas
Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH;

Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp54.600.000,00 (Lima puluh empat juta
enam ratus ribu rupiah).

Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp4.116.000,00 (Empat juta
seratus enam belas ribu rupiah).

Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (Sembilan
puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu
rupiah).

Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp4.345.200,00 (Empat juta tiga ratus empat
puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp8.638.000,00
(Delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu
rupiah).

Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp2.800,00 (Dua ribu delapan ratus rupiah).

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta
rupiah).

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h direncanakan sebesar Rp6.720.000,00
(Enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

(10) Belanja ...



(10)

(11)

(12)

(3)

(1)

Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta
rupiah).

Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan
Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf j direncanakan sebesar Rpl16.255.768,00
(Enam belas juta dua ratus lima puluh lima ribu
tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan
Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan
sebesar Rp31.274.336,00 (Tiga puluh satu juta dua
ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh
enam rupiah).

Pasal 66

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta
KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
ayat (1) huruf f  direncanakan sebesar
Rp510.880.000,00 (Lima ratus sepuluh juta delapan
ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH;

Belanja Dana  Operasional Pimpinan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp110.880.000,00 (Seratus
sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu
rupiah).

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).

Pasal 67

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 359 ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp175.871.002.302,00

(Seratus tujuh puluh lima milyar delapan ratus tujuh

puluh satu juta dua ribu tiga ratus dua rupiah), yang

terdiri atas:

a. Belanja Barang;

b. Belanja Jasa;

c. Belanja Pemeliharaan;

d. Belana Perjalanan Dinas; dan

e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan
kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;

(2) Belanja ...



(2)

(3)

(4)

(1)

Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp44.581.634.245,00
(Empat puluh empat milyar lima ratus delapan puluh
satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua
ratus empat puluh lima rupiah).

Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp64.440.751.590,00
(Enam puluh empat milyar empat ratus empat puluh
juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus
sembilan puluh rupiah).

Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp4.937.716.600,00 (Empat milyar sembilan ratus
tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu
enam ratus rupiah).

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp32.070.352.878,00 (Tiga puluh satu milyar
delapan ratus enam belas juta enam ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah).

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada
Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp29.840.546.989,00 (Dua puluh sembilan
milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus
empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan
puluh sembilan rupiah).

Pasal 68

Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp44.581.634.245,00 (Empat puluh empat milyar
lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga
puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima
rupiah), yang terdiri atas Belanja Bahan Pakai Habis;

Belanja Bahan Pakai Habis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) direncanakan sebesar
Rp44.581.634.245,00 (Empat puluh empat milyar
lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga
puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima
rupiah).

Pasal 69

Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp64.440.751.590,00 (Enam puluh empat
milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus

lima ...



(2)

(8)

lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh

rupiah), yang terdiri atas:

Belanja Jasa Kantor;

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;

Belanja Sewa Tanabh;

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;

Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;

Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;

Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;

Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility

Payment);

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan

Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;

Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas

Pemungutan Pajak Daerah; dan

n. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas
Pemungutan Retribusi Daerah;
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Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp51.184.470.732,00 (Lima puluh satu milyar
seratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh
puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp220.000.000,00 (Dua ratus dua puluh juta
rupiah).

Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah).

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp719.670.000,00 (Tujuh ratus sembilan
belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp214.100.000,00 (Dua ratus empat belas
juta seratus ribu rupiah).

Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(9) Belanja ...
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(14)

(15)
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Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan
sebesar Rp6.903.760.501,00 (Enam milyar sembilan
ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu lima
ratus satu rupiah).

Belanja  Jasa  Konsultansi Non = Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
direncanakan sebesar Rp2.273.500.000,00 (Dua
milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus
ribu rupiah).

Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility
Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
j direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan
sebesar Rp185.000.000,00 (Seratus delapan puluh
lima juta rupiah).

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan
Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar
Rp2.681.800.000,00 (Dua milyar enam ratus delapan
puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas
Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar
Rp15.979.357,00 (Lima belas juta sembilan ratus
tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh
tujuh rupiah).

Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas
Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan
sebesar Rp42.471.000,00 (Empat puluh dua juta
empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Pasal 70

Anggaran  Belanja  Pemeliharaan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp4.937.716.600,00 (Empat
milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh
ratus enam belas ribu enam ratus rupiah), yang
terdiri atas:

Belanja Pemeliharaan Tanah;

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan
Irigasi; dan

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
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(3)
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(1)

Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).

Belanja  Pemeliharaan  Peralatan dan  Mesin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp2.868.776.900,00 (Dua
milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh
ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rpl1.045.349.300,00 (Satu
milyar empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh
sembilan ribu tiga ratus rupiah).

Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp423.590.400,00 (Empat
ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh
ribu empat ratus rupiah).

Belanja Pemeliharaan  Aset  Tetap Lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 71

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp32.070.352.878,00 (Tiga
puluh dua milyar tujuh puluh juta tiga ratus lima
puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan
rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan

b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri;

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp31.816.675.000,00 (Tiga puluh satu milyar
delapan ratus enam belas juta enam ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah).

Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp253.677.878,00 (Dua ratus lima puluh
tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan
ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 72

Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk
Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp29.840.546.989,00



(2)

(2)

Rp29.840.546.989,00 (Dua puluh sembilan milyar

delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat

puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh

sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan

b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;

Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp24.958.317.889,00 (Dua puluh empat
milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga
ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh
sembilan rupiah).

Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp4.882.229.100,00 (Empat milyar delapan
ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh
sembilan ribu seratus rupiah).

Pasal 73

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Bunga Utang Pinjaman  kepada
Pemerintah Pusat;

b. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada
Pemerintah Daerah Lain;

c. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bank (LKB);

d. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bukan Bank (LKBB);

e. Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat
(Obligasi); dan

f. Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD;

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
Daerah Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah).

(5) Belanja ...



(5)

(2)

(3)

(4)

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja  Bunga  Utang Kepada  Masyarakat
(Obligasi)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 74

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah),

yang terdiri atas:

a. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada
Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman
Dalam Negeri-Jangka Menengah;

b. Belanja Bunga Utang Pinjaman  kepada
Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman
Dalam Negeri-Jangka Panjang;

c. Belanja Bunga Utang Pinjaman  kepada
Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar
Negeri-Jangka Menengah;

d. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada
Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar
Negeri-Jangka Panjang;

e. Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya
sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan-Jangka Menengah; dan

f. Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya
sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan-Jangka Panjang.

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka
Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka
Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka
Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(5) Belanja ...



(5)

(2)

(1)

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka
Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya
sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-
Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya
sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-
Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 75

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
Daerah Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah), yang terdiri atas Belanja Bunga Utang
Pinjaman kepada Pemerintah Daerah-Jangka Pendek;

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
Daerah-Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 76

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga

Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 73 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bank (LKB)-BUMN Jangka Pendek;

b. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bank (LKB)-BUMN Jangka Menengah;

c. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bank (LKB)-BUMN Jangka Panjang;

d. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bank (LKB)-BUMD Jangka Pendek;

e. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bank (LKB)-BUMD Jangka Menengah;

f. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bank (LKB)-BUMD- Jangka Panjang;

g. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bank (LKB)-Swasta Jangka Pendek;

h. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bank (LKB)-Swasta Jangka Menengah;
dan

i. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bank (LKB)-Swasta Jangka Panjang;

(2) Belanja ...



(2)

(8)

(9)

(10)

(1)

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bank (LKB)-BUMN Jangka Pendek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bank (LKB)-BUMNJangka Menengah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bank  (LKB)-BUMNJangka Panjang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan  Bank (LKB)-BUMDJangka  Pendek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bank (LKB)-BUMD Jangka Menengah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bank (LKB)-BUMD- Jangka Panjang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bank (LKB)-Swasta Jangka Pendek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bank (LKB)-Swasta Jangka Menengah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bank (LKB)-Swasta Jangka Panjang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 77

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga

Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang

terdiri atas:

a. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bank (LKB)-BUMN Jangka Pendek;

a. Belanja ...



(4)

(5)

b. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bank (LKB)-BUMN Jangka Menengah;

c. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bank (LKB)-BUMN Jangka Panjang;

d. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bank (LKB)-BUMD Jangka Pendek;

e. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka
Menengah;

f. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka
Panjang;

g. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka
Pendek;

h. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka
Menengah; dan

i. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka
Panjang.

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bank (LKB)-BUMN Jangka Pendek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bank (LKB)-BUMN Jangka Menengah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bank (LKB)-BUMN Jangka Panjang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bank (LKB)-BUMD Jangka Pendek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka
Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka
Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-dJangka

Pendek ...



9)

(10)

Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka
Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka
Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufi
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 78

Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf
e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang
terdiri atas Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat
(Obligasi);

Belanja  Bunga  Utang Kepada = Masyarakat
(Obligasi)sebagaimana dimaksud pada ayat (1
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 79

Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf

f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang

terdiri atas:

a. Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-
Jangka Pendek;

b. Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-
Jangka Menengah; dan

c. Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-
Jangka Panjang.

Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-
Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-
Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah).

Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-

Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 80

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d direncanakan

sebesar ...



(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

sebesar Rpl1.457.383.376,00 (Satu milyar empat

ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh

tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), yang

terdiri atas:

a. Belanja Subsidi kepada BUMN;

b. Belanja Subsidi kepada BUMD;

c. Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik
Swasta; dan

d. Belanja Subsidi kepada Koperasi;

Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rpl1.457.383.376,00 (Satu milyar empat
ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh
tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).

Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Subsidi kepada Koperasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 81

Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas Belanja Subsidi
kepada BUMN;

Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah).

Pasal 82

Anggaran Belanja Subsidi kepada BUMD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rpl1.349.383.376,00 (Satu
milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga
ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh
enam rupiah), yang terdiri atas Belanja Subsidi
kepada BUMD;

Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar
Rp1.349.383.376,00 (Satu milyar tiga ratus empat
puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga
ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal ...



(1)

(2)

Pasal 83

Anggaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik
Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat
(1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah),
yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada Badan
Usaha Milik Swasta.

Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 84

Anggaran Belanja  Subsidi kepada  Koperasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp108.000.000,00 (Seratus
delapan juta rupiah), yang terdiri atas Belanja
Subsidi kepada Koperasi;

Belanja Subsidi kepada Koperasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar
Rp108.000.000,00 (Seratus delapan juta rupiah).

Pasal 85

(1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp52.307.702.253,00 (Lima puluh dua milyar tiga
ratus tujuh juta tujuh ratus dua ribu dua ratus lima
puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;

Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
Belanja Hibah kepada BUMN;

Belanja Hibah kepada BUMD;

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum
Indonesia;

Belanja Hibah Dana BOS; dan

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik;

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp18.740.647.322,00 (Delapan belas milyar tujuh
ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh tujuh
ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).

>0 T

o ™

Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00
(Nol rupiah).

(5) Belanja ...



(5)

(6)

(7)

(8)

Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00
(Nol rupiah).

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp27.129.259.241,00 (Dua
puluh tujuh milyar seratus dua puluh sembilan juta
dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat
puluh satu rupiah).

Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp6.051.200.000,00 (Enam milyar lima puluh satu
juta dua ratus ribu rupiah).

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp386.595.690,00 (Tiga ratus
delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh
lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 86

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp18.740.647.322,00 (Delapan
belas milyar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus
empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua
rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat;

b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat;

dan
c. Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat;

Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp7.777.372.619,00 (Tujuh
milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus
tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan belas
rupiah).

Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp10.963.274.703,00 (Sepuluh
milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus
tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga rupiah).

Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal ...



(1)

Pasal 87

Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah

Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah),

yang terdiri atas:

a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah
Lainnya;

b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah
Lainnya; dan

c. Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah
Lainnya;

Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah
Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah
Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah
Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 88

Anggaran Belanja Hibah kepada BUMN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang
terdiri atas:

a. Belanja Hibah Uang kepada BUMN;

b. Belanja Hibah Barang kepada BUMN; dan

c. Belanja Hibah Jasa kepada BUMN.

Belanja Hibah Uang kepada BUMN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Hibah Barang kepada BUMN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Hibah Jasa kepada BUMN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 89

Anggaran Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang
terdiri atas:

a. Belanja Hibah Uang kepada BUMD;

b. Belanja Hibah Barang kepada BUMD; dan

c. Belanja ...



(2)

(3)

c. Belanja Hibah Jasa kepada BUMD.

Belanja Hibah Uang kepada BUMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Hibah Barang kepada BUMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Hibah Jasa kepada BUMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 90

Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga,
Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp27.129.259.241,00 (Dua puluh tujuh milyar
seratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima
puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu
rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang
Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang
Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan;

b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki
Surat Keterangan Terdaftar;

c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga
Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
dan

d. Belanja Hibah kepada Koperasi.

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang
Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk
Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp20.142.005.791,00 (Dua
puluh milyar seratus empat puluh dua juta lima ribu
tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,
Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat
Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp612.828.500,00 (Enam ratus dua belas juta
delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus
rupiah).

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,
Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

sebagaimana ...
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp1.723.883.750,00 (Satu
milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan ratus
delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh
rupiah).

Belanja Hibah kepada Koperasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp4.650.541.200,00 (Empat milyar enam
ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh satu
ribu dua ratus rupiah).

Pasal 91

Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf f

direncanakan sebesar Rp6.051.200.000,00 (Enam

milyar lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah),

yang terdiri atas:

a. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima
oleh Satdikdas Negeri;

b. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima
oleh Satdikdas Swasta;

c. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima
oleh Satdikmen Swasta; dan

d. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima
oleh Satdiksus Swasta.

Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh
Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar
Rp5.308.874.500,00 (Lima milyar tiga ratus delapan
juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus
rupiah).

Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh
Satdikdas Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp742.325.500,00
(Tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua
puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh
Satdikmen Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah).

Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh
Satdiksus Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar RpO0,00 (Nol
rupiah).

Pasal ...
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Pasal 92

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85
ayat (1) huruf g  direncanakan sebesar
Rp386.595.690,00 (Tiga ratus delapan puluh enam
juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus
sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja
Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik.

Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rp386.595.690,00 (Tiga ratus
delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh
lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 93

Anggaran belanja Bantuan Sosial sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf f

direncanakan sebesar Rpl17.735.808.732,00 (Tujuh

belas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan

ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah),

yang terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;

b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;

c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok
Masyarakat; dan

d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non
Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan
Bidang Lainnya).

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp17.407.070.132,00 (Tujuh belas milyar empat ratus
tujuh juta tujuh puluh ribu seratus tiga puluh dua
rupiah).

Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp328.738.600,00 (Tiga ratus dua puluh delapan juta
tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus
rupiah).

Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non
Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan
Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal ...
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Pasal 94

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rpl17.407.070.132,00 (Tujuh

belas milyar empat ratus tujuh juta tujuh puluh ribu

seratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan
kepada Individu; dan

b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan
kepada Individu;

Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan
kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp15.567.498.942,00
(Lima belas milyar lima ratus enam puluh tujuh juta
empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan
ratus empat puluh dua rupiah).

Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan
kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp1.839.571.190,00
(Satu milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta
lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan
puluh rupiah).

Pasal 95

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf

b direncanakan sebesar Rp328.738.600,00 (Tiga ratus

dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan

ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan
kepada Keluarga; dan

b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan
kepada Keluarga;

Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan
kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp129.500.000,00
(Seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu
rupiah).

Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan
kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp199.238.600,00
(Seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga
puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 96

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93

ayat ...



(3)

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol

rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan
kepada Kelompok Masyarakat; dan

b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan
kepada Kelompok Masyarakat;

Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan
kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00
(Nol rupiah).

Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan
kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RpO0,00
(Nol rupiah).

Pasal 97

(1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga

(2)

Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan

dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 93 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00

(Nol rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan
kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang
Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya); dan

b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan
kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang
(Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya);

Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan
kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang
Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan
kepada Lembaga Non  Pemerintahan  Bidang
(Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 98

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 58 huruf b direncanakan sebesar
Rp169.509.374.773,00 (Seratus enam puluh sembilan
milyar lima ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh
empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang
terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

c. Belanja ...
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c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp15.158.585.277,00 (Lima belas milyar seratus lima
puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu
dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp111.237.397.611,00 (Seratus sebelas milyar dua
ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh
tujuh ribu enam ratus sebelas rupiah).

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp42.424.225.685,00 (Empat
puluh dua milyar empat ratus dua puluh empat juta
dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan
puluh lima rupiah).

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp589.166.200,00 (Lima ratus delapan puluh
sembilan juta seratus enam puluh enam ribu dua
ratus rupiah).

Pasal 99

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 98 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), yang terdiri
atas:

a. Belanja Modal Tanah Persil;

b. Belanja Modal Tanah Non Persil; dan

c. Belanja Modal Lapangan;

Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Belanja Modal Tanah Non Persil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah).

Pasal ...
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Pasal 100

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rpl15.158.585.277,00 (Lima
belas milyar seratus lima puluh delapan juta lima
ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh
tujuh rupiah), yang terdiri atas:

Belanja Modal Alat Besar;

Belanja Modal Alat Angkutan;

Belanja Modal Alat Bengkel Dan Alat Ukur;

Belanja Modal Alat Pertanian;

Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga;

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan

Pemancar;

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;

Belanja Modal Alat Laboratorium;

Belanja Modal Komputer;

Belanja Modal Alat Eksplorasi;

Belanja Modal Alat Pengeboran;

Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan

Pemurnian;
. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;

Belanja Modal Alat Peraga;

Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;

Belanja Modal Rambu-Rambu; dan

Belanja Modal Peralatan Olahraga.
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Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.150.000,00
(Tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp1.974.500.000,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh
puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp35.750.000,00 (Tiga puluh
lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00
(Nol rupiah).

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp5.458.249.659,00 (Lima
milyar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus
empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh
sembilan rupiah).

(7) Belanja ...



(7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp725.124.156,00 (Tujuh ratus
dua puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu
seratus lima puluh enam rupiah).

(8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp2.217.505.266,00 (Dua
milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus lima ribu
dua ratus enam puluh enam rupiah).

(9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp473.676.000,00 (Empat ratus tujuh puluh tiga juta
enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

(10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf i direncanakan sebesar
Rp2.968.358.946,00 (Dua milyar sembilan ratus enam
puluh delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu
sembilan ratus empat puluh enam rupiah).

(11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar RpO0,00
(Nol rupiah).

(12) Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar
Rp102.000.000,00 (Seratus dua juta rupiah).

(13) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan
Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
]l direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(14) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

(15) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar
Rp168.000.000,00 (Seratus enam puluh delapan juta
rupiah).

elanja Moda at Peraga sebagaimana dimaksu

16) Belanja Modal Alat P bagai dimaksud
pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp0,00
(Nol rupiah).

(17) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(18) Belanja Modal Alat Rambu-Rambu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar
Rp424.641.250,00 (Empat ratus dua puluh empat juta

€nam ...
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(2)

enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima
puluh rupiah).

Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar
Rp603.630.000,00 (Enam ratus tiga juta enam ratus
tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 101

Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp7.150.000,00 (Tujuh juta seratus lima
puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Besar Darat;

b. Belanja Modal Alat Besar Apung; dan

c. Belanja Modal Alat Bantu.

Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Alat Besar Apung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp7.150.000,00 (Tujuh juta seratus lima puluh ribu
rupiah).

Pasal 102

Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp1.974.500.000,00 (Satu milyar sembilan
ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah),
yang terdiri atas:

Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor;
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor;
dan

e. Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara.

o op

Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rpl1.974.500.000,00 (Satu
milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima
ratus ribu rupiah).

Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(4) Belanja ...
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(3)

(1)

Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 103

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf
c direncanakan sebesar Rp35.750.000,00 (Tiga puluh
lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang
terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin,;

b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan

c. Belanja Modal Alat Ukur.

Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp8.800.000,00 (Delapan juta delapan ratus ribu
rupiah).

Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf C direncanakan sebesar
Rp26.950.000,00 (Dua puluh enam juta sembilan
ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 104

Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 100 ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas Belanja
Modal Alat Pengolahan.

Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00
(Nol rupiah).

Pasal 105

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf
e direncanakan sebesar Rp5.458.249.659,00 (Lima
milyar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus

empat ...



empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh

sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Kantor;

b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan

c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat
Pejabat.

Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp891.725.346,00 (Delapan ratus sembilan puluh
satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus
empat puluh enam rupiah).

Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp3.822.492.307,00 (Tiga milyar delapan ratus dua
puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu
tiga ratus tujuh rupiah).

Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp744.032.006,00 (Tujuh ratus
empat puluh empat juta tiga puluh dua ribu enam
rupiah).

Pasal 106

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf
f direncanakan sebesar Rp725.124.156,00 (Tujuh
ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh empat
ribu seratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri
atas:

a. Belanja Modal Alat Studio;

b. Belanja Modal Alat Komunikasi;

c. Belanja Modal Peralatan Pemancar; dan

d. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi.

Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp721.274.156,00 (Tujuh ratus dua puluh satu juta
dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh
enam rupiah).

Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan ...



direncanakan sebesar Rp3.850.000,00 (Tiga juta
delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 107

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf
g direncanakan sebesar Rp2.217.505.266,00 (Dua
milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus lima ribu
dua ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan

b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum;

Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp473.804.766,00 (Empat ratus tujuh puluh tiga juta
delapan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh
enam rupiah).

Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp1.743.700.500,00 (Satu milyar tujuh ratus empat
puluh tiga juta tujuh ratus ribu lima ratus rupiah).

Pasal 108

Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf h

direncanakan sebesar Rp473.676.000,00 (Empat ratus

tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam

ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Laboratorium;

b. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia
Nuklir;

c. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;

d. Belanja  Modal Alat Laboratorium  Fisika
Nuklir /Elektronika;

e. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi
Lingkungan;

f. Belanja Modal Radiation Application And Non
Destructive Testing Laboratory Lainnya;

g. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan
Hidup;

h. Belanja Modal Peralatan Laboratorium
Hydrodinamica; dan

i. Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi
Kalibrasi dan Instrumentasi.

Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp473.804.766,00 (Empat ratus tujuh puluh tiga juta
delapan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh
enam rupiah).

(3) Belanja ...
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(10)

Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika
Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi
Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Alat Radiation Application And Non
Destructive Testing Laboratory Lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
RpO0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Alat Modal Peralatan Laboratorium
Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi
Kalibrasi dan Instrumentasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp0,00
(Nol rupiah).

Pasal 109

Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 100 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar
Rp2.968.358.946,00 (Dua milyar sembilan ratus enam
puluh delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu
sembilan ratus empat puluh enam rupiah), yang
terdiri atas:

a. Belanja Modal Komputer Unit; dan

b. Belanja Modal Peralatan Komputer.

Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp2.132.196.020,00 (Dua milyar seratus tiga puluh
dua juta seratus sembilan puluh enam ribu dua puluh
rupiah).

Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp836.162.926,00 (Delapan ratus tiga puluh enam
juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua
puluh enam rupiah).

Pasal ...
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Pasal 110

Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 100 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi; dan

b. Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.

Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
RpO0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 111

Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf k
direncanakan sebesar Rp102.000.000,00 (Seratus dua
juta rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin; dan

b. Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin.

Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Alat Pengeboran Non  Mesin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp102.000.000,00 (Seratus dua
juta rupiah).

Pasal 112

Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan
Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100
ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja Modal Sumur;

b. belanja Modal Produksi; dan

c. belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian.

Belanja Modal Sumur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah).

Belanja Modal Produksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah).

Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal ...
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Pasal 113

Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf m
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri
atas:

a. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi; dan

b. Belanja Modal Alat Bantu Produksi.

Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Alat Bantu Produksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
RpO0,00 (Nol rupiah).

Pasal 114

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf n
direncanakan sebesar Rp168.000.000,00 (Seratus
enam puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Deteksi;

b. Belanja Modal Alat Pelindung;

c. Belanja Modal Alat SAR; dan

d. Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan.

Belanja Modal Alat Deteksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00
(Nol rupiah).

Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp168.000.000,00 (Seratus enam puluh delapan juta
rupiah).

Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah).

Belanja modal alat kerja penerbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 115

Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 100 ayat (1) huruf o direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas Belanja
Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan;

Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal ...



(1)

Pasal 116

Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf
p direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang
terdiri atas Belanja Modal Unit Peralatan
Proses/Produksi;

Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 117

Belanja Modal Alat Rambu-Rambu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf ¢
direncanakan sebesar Rp424.641.250,00 (Empat ratus
dua puluh empat juta enam ratus empat puluh satu
ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat;

b. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara;

dan
c. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut.

Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp424.641.250,00 (Empat ratus
dua puluh empat juta enam ratus empat puluh satu
ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 118

Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf r
direncanakan sebesar Rp603.630.000,00 (Enam ratus
tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), yang
terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga;

Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar
Rp603.630.000,00 (Enam ratus tiga juta enam ratus
tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 119

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c

direncakaan ...



(2)

(3)

(2)

direncanakan sebesar Rp111.237.397.611,00 (Seratus
sebelas milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga
ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sebelas
rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Bangunan Gedung;

b. Belanja Modal Monumen;

c. Belanja Modal Bangunan Menara; dan

d. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.

Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp110.945.002.611,00 (Seratus sepuluh milyar
sembilan ratus empat puluh lima juta dua ribu enam
ratus sebelas rupiah).

Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah).

Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp292.395.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta
tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 120

Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp110.945.002.611,00 (Seratus
sepuluh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta
dua ribu enam ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
dan
b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp110.198.122.611,00 (Seratus
sepuluh milyar seratus sembilan puluh delapan juta
seratus dua puluh dua ribu enam ratus sebelas
rupiah).

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp746.880.000,00 (Tujuh ratus

empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh
ribu rupiah).

Pasal ...
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Pasal 121

Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 119 ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas:Belanja
Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti

Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 122

Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri
atas Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan;

Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 123

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp292.395.000,00 (Dua ratus
sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh
lima ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal
Tugu/Tanda Batas;

Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar
Rp292.395.000,00 (Dua ratus sembilan puluh dua
juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 124

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp42.424.225.685,00 (Empat
puluh dua milyar empat ratus dua puluh empat juta
dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan
puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Jalan Dan Jembatan;

b. Belanja Modal Bangunan Air;

c. Belanja Modal Instalasi; dan

d. Belanja Modal Jaringan.

Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp25.365.060.153,00 (Dua puluh lima milyar tiga
ratus enam puluh lima juta enam puluh ribu seratus
lima puluh tiga rupiah).

(3) Belanja ...
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Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp16.589.665.532,00 (Enam belas milyar lima ratus
delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh
lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).

Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah).

Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp469.500.000,00 (Empat ratus enam puluh sembilan
juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 125

Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp25.365.060.153,00 (Dua
puluh lima milyar tiga ratus enam puluh lima juta
enam puluh ribu seratus lima puluh tiga rupiah), yang
terdiri atas:

a. Belanja Modal Jalan; dan

b. Belanja Modal Jembatan.

Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar
Rp25.302.560.153,00 (Dua puluh lima milyar tiga
ratus dua juta lima ratus enam puluh ribu seratus
lima puluh tiga rupiah).

Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp62.500.000,00 (Enam puluh dua juta lima ratus
ribu rupiah).

Pasal 126

Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 124 ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar Rp16.589.665.532,00 (Enam belas milyar lima

ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam

puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah),

yang terdiri atas:

a. belanja Modal Bangunan Air Irigasi;

b. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut;

c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa
Dan Polder;

d. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai
Dan Penanggulangan Bencana Alam;

e. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber
Air Dan Air Tanah;

f. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku; dan

g. Belanja ...



(2)

(3)

(1)

g. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.

Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
RpO0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja modal bangunan pengembangan rawa dan
polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai
dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp7.877.712.014,00 (Tujuh milyar delapan ratus
tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu
empat belas rupiah).

Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air
dan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp5.711.948.000,00 (Lima
milyar tujuh ratus sebelas juta sembilan ratus empat
puluh delapan ribu rupiah).

Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp3.000.005.518,00 (Tiga milyar lima ribu lima ratus
delapan belas rupiah).

Pasal 127

Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 124 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas:

Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku;
Belanja Modal Instalasi Air Kotor;

Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampabh;
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan
Bangunan;

Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik;
Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik;

Belanja Modal Instalasi Pertahanan;

Belanja Modal Instalasi Gas;

Belanja Modal Instalasi Pengaman; dan

Belanja Modal Instalasi Lain.
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(2) Belanja ...



(2)

(3)

(3)

Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
RpO0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Instalasi Pengolahan  Sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja  Modal Instalasi  Pembangkit  Listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Instalasi Pertahanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Instalasi Gas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00
(Nol rupiah).

Belanja Modal Instalasi Pengaman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Instalasi Lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp0,00
(Nol rupiah).

Pasal 128

Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 124 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp469.500.000,00 (Empat ratus enam puluh sembilan
juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Jaringan Air Minum,;

b. Belanja Modal Jaringan Listrik;

c. Belanja Modal Jaringan Telepon; dan

d. Belanja Modal Jaringan Gas.

Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp469.500.000,00 (Empat ratus enam puluh sembilan
juta lima ratus ribu rupiah).

(4) Belanja ...



(4)

(5)

(3)

(4)

(6)

(7)

Belanja Modal Jaringan Telepon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Jaringan Gas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00
(Nol rupiah).

Pasal 129

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp589.166.200,00 (Lima ratus
delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh
enam ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;

b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/
Kebudayaan/Olahraga;

Belanja Modal Hewan;

Belanja Modal Biota Perairan;

Belanja Modal Tanaman;

Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya;

Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi; dan
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

50 o 0

Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/
Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah).

Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah).

Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00
(Nol rupiah).

Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp202.966.200,00 (Dua ratus dua juta sembilan ratus
enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Aset Tetap Dalam  Renovasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(9) Belanja ...



9)

(1)

(2)

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp290.200.000,00 (Dua ratus sembilan puluh juta
dua ratus ribu rupiah).

Pasal 130

Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri
atas:

a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak;

b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam Dan
Bentuk Mikro;

Belanja Modal Kartografi, Naskah, Dan Lukisan;
Belanja Modal Musik;

Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material);
Belanja Modal Three Dimensional Artifacts And
Realita; dan

g. Belanja Modal Tarscalt.

thd QO

Belanja Modal Bahan  Perpustakaan Tercetak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam Dan
Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Musik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah).

Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Three Dimensional Artifacts And Realita
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Tarscalt sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah).

Pasal 131

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/
Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 129 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp96.000.000,00 ...



(2)

(4)

(1)

Rp96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah),
yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian;

b. Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan; dan

c. Belanja Modal Tanda Penghargaan.

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah).

Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Tanda Penghargaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 132

Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 129 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Hewan Piaraan;

b. Belanja Modal Ternak; dan

c. Belanja Modal Hewan Lainnya.

Belanja Modal Hewan Piaraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah).

Belanja Modal Ternak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah).

Belanja Modal Hewan Lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00
(Nol rupiah).

Pasal 133

Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 129 ayat (1) huruf d direncanakan

sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/lkan Bersirip);

b. Belanja Modal Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting,
Dan Sebangsanya);

c. Belanja Modal Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-
Cumi, Gurita, Siput, Dan Sebangsanya);

d. Belanja Modal Coelenterata (Ubur-Ubur Dan
Sebangsanya);

e. Belanja Modal Echinodermata (Tripang, Bulu Babi,
Dan Sebangsanya);

f. Belanja Modal Amphibia (Kodok Dan
Sebangsanya);

g. Belanja ...



(2)

(3)

(10)

(11)

g. Belanja Modal Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-
Kura,Biawak, Ular Air, Dan Sebangsanya);

h. Belanja Modal Mammalia (Paus, Lumba-Lumba,
Pesut, Duyung, dan Sebangsanya);

i. Belanja Modal Algae (Rumput Laut Dan Tumbuh-
Tumbuhan Lain Yang Hidup Dalam Air); dan

j- Belanja Modal Biota Perairan Lainnya.

Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/lkan Bersirip)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting,
dan Sebangsanya) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Modal Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-
Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
RpO0,00 (Nol rupiah).

Belanja  Modal Coelenterata  (Ubur-Ubur dan
Sebangsanya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Modal Echinodermata (Tripang, Bulu
Babi, dan Sebangsanya) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah).

Belanja Modal Amphibia (Kodok Dan Sebangsanya)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-
Kura,Biawak, Ular Air, Dan Sebangsanya)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut,
Duyung, Dan Sebangsanya) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00
(Nol rupiah).

Belanja Modal Algae (Rumput Laut Dan Tumbuh-
Tumbuhan Lain Yang Hidup Dalam Air) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Modal Biota Perairan Lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal ...



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Pasal 134

Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 129 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp202.966.200,00 (Dua ratus dua juta sembilan ratus
enam puluh enam ribu dua ratus rupiah), yang terdiri
atas Belanja Modal Tanaman.

Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) direncanakan sebesar Rp202.966.200,00 (Dua
ratus dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu
dua ratus rupiah).

Pasal 135

Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) huruf
f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang
terdiri atas Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya.

Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 136

Belanja Modal Aset Tetap dalam  Renovasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) huruf
g direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang
terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap dalam Renovasi.

Belanja Modal Aset Tetap dalam  Renovasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 137

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp290.200.000,00 (Dua ratus
sembilan puluh juta dua ratus ribu rupiah), yang
terdiri atas Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

Belanja Modal Aset Tetap Tidak Berwujud
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan
sebesar Rp290.200.000,00 (Dua ratus sembilan puluh
juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 138

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 huruf c direncanakan
sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah), yang
terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

(2) Belanja ...



(2)

(2)

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00
(Tiga milyar rupiah).

Pasal 139

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga
milyar rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak
Terduga.

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00
(Tiga milyar rupiah).

Pasal 140

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 58 huruf d direncanakan sebesar
Rp62.480.088.500,00 (Enam puluh dua milyar empat
ratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu
lima ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil; dan

b. Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00
(Lima ratus juta rupiah).

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp61.980.088.500,00 (Enam puluh satu milyar
sembilan ratus delapan puluh juta delapan puluh
delapan ribu lima ratus rupiah).

Pasal 141

Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 140 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), yang

terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada
Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan

b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah
Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat ...



(2)

(1)

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah).

Pasal 142

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 141 ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah),
yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah
kepada Pemerintah Desa.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus
juta rupiah).

Pasal 143

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 141 ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas Bagi
Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada
Pemerintah Desa.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 144

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 140 ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar Rp61.980.088.500,00 (Enam puluh satu

milyar sembilan ratus delapan puluh juta delapan

puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri

atas:

a. Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah
Kabupaten/Kota;

b. Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke
Daerah Provinsi; dan

c. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota kepada Desa.

Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke
Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud

pada ...



(1)

pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp61.980.088.500,00 (Enam puluh satu milyar
sembilan ratus delapan puluh juta delapan puluh
delapan ribu lima ratus rupiah).

Pasal 145

Belanja Bantuan Keuangan Antar daerah

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal

144 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol

rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Antar Daerah
Kabupaten/Kota; dan

b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota.

Belanja Bantuan Keuangan Umum Antar Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja  Bantuan  Keuangan Khusus kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00
(Nol rupiah).

Pasal 146

Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke

Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

144 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol

rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah
Kabupaten/Kota ke Provinsi; dan

b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah
Kabupaten/Kota ke Provinsi.

Belanja  Bantuan Keuangan Umum  Daerah
Kabupaten/Kota ke Provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp0,00 (Nol
rupiah).

Belanja  Bantuan  Keuangan Khusus Daerah
Kabupaten/Kota ke Provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00
(Nol rupiah).

Pasal 147

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 144 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp61.980.088.500,00 (Enam puluh satu milyar
sembilan ratus delapan puluh juta delapan puluh
delapan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja ...



a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi
atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan

b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah
Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

(2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi
atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
Rp35.182.061.500,00 (Tiga puluh lima milyar seratus
delapan puluh dua juta enam puluh satu ribu lima
ratus rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi
atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp26.798.027.000,00 (Dua puluh enam milyar tujuh
ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh tujuh
ribu rupiah).

Pasal 148

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021
direncanakan sebesar Rp72.500.000.000,00 (Tujuh puluh
dua milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 149

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 148 huruf a direncanakan
sebesar Rp72.500.000.000,00 (Tujuh puluh dua
milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya;

b. Pencairan Dana Cadangan;

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah  yang
Dipisahkan;

d. Penerimaan Pinjaman Daerah;

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah; dan

f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp72.500.000.000,00
(Tujuh puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00
(Nol rupiah).

(4) Hasil ...



(4)

(1)

(6)

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah);

Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 150

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 148 huruf b direncanakan

sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas :

a. Pembentukan Dana Cadangan;

b. Penyertaan Modal Daerah;

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh
Tempo;

d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan

e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp0,00 (Nol rupiah)

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00
(Nol rupiah).

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah);

Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00
(Nol rupiah).

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal ...



Pasal 151

Uraian lebih lanjut APBK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota
ini terdiri dari:

1.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Ringkasan APBK yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan,;

Penjabaran APBK Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Daftar Nama  Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran Sosial;

Daftar Nama Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran Bantuan
Keuangan bersifat umum dan bersifat
khusus;

Daftar Nama  Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran belanja bagi
hasil;

Rincian Dana  Otonomi Khusus
Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan
Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas
Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas
Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rincian Dana Tambahan Infrastuktur
Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran ...



10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Provinsi/ Kabupaten/Kota pada
Daerah Perbatasan Dalam Rancangan
Perda tentang APBD dan Rancangan
Perkada tentang Penjabaran APBD
dengan Program Prioritas Perbatasan
Negara.

Pasal 152

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 153

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan
dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat
kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 154
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 30Desember 2020

WALI KOTA SABANG,
ttd
NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,
ttd

ZAKARIA
BERITA KOTA SABANG TAHUN 2020 NOMOR 49



